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BAB 4 

RASIONALISASI KRIMINALISASI PEMBATASAN PEBUATAN 

MEROKOK 

 

Sebagaimana dibahas dalam sub bab di atas, beberapa alasan yang 

disampaikan dalam memasukan bab ketentuan pidana ini menjadi sangat menarik. 

Rasionalisasi yang digunakan oleh Pemkot terasa masih memiliki beberapa 

kekurangan untuk memberikan legitimasi dalam penggunaan ketentuan pidana 

untuk menghukum perbuatan merokok di dalam KTR.  

4.1. Pembatasan Internal 

  Dalam teorinya, Husak mengungkapkan bahwa dalam melakukan 

pembatasan perbuatan dibagi menjadi 2 pembatasan. Pembatasan pertama yang 

akan dibahas dan diuji adalah pembatasan internal yang lebih banyak bersumber 

dari asas hukum pidana. 

4.1.1. Nontrivial harm/ evil constraint   

Untuk melihat pembatasan nontrivial harm, kita harus paham betul bahwa 

dalam pembatasan ini kita hanya akan melihat tentang adanya unsur perbuatan jahat 

yang memiliki akibat dan pencegahan yang bisa dilakukan sesuai dengan risiko 

yang ingin dicegah.224 Dalam melakukan pengujian pembatasan nontrivial, maka 

penulis akan menguji dengan beberapa hal.  

Pertama, kita harus melihat pernyataan dari inisiator tentang alasan 

pembatasan perbuatan merokok yang mengakibatkan kerusakan pada kesehatan, 

baik bagi perokok dan non perokok225. Selain itu, pembatasan perbuatan merokok 

                                                           
224 Douglas Husak, Supranote 21, hlm 66-67 
225 Wawancara dengan NN, supranote 115  



 
 

61 
 

dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan drajat kesehatan masyarakat Kota 

Bogor dan terakhir sebagai upaya mengefektifkan PERDA dalam upaya 

penegakannya dikemudian hari.226 Kedua, untuk melihat akibat yang ingin dicegah, 

maka akan dilakukan pengujian dengan melihat secara lebih dekat tentang fungsi 

dan tujuan dari adanya KTR.  

Pembahasan pertama tentang perbuatan jahat dan akibatnya diambil dari 

jawaban inisiator yang mengatakan bahwa perbuatan merokok merupakan sebuah 

perbuatan yang akan sangat berbahaya bagi kesehatan perokok dan perokok pasif. 

Dalam beberapa jurnal penelitian didunia dan di Indonesia, konsumsi rokok 

merupakan perbuatan yang jahat dan merugikan bagi kesehatan.227 Sebagaimana 

telah dibahas dalam Bab 2 atas penelitian Doll dan Hill pada tahun 1951 yang 

mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok dalam kurun waktu tertentu ternyata 

menimbulkan beberapa penyakit dan merusak organ tubuh manusia.228 

                                                           
226 Id., 
227 Penelitian yang menguatkan tentang pendapat tentang dampak bahaya kesehatan akibat 

konsumsi rokok:  
a. Pengaruh ketergantungan nikotin dalam rokok terhadap aktivitas dan fungsi otak, 

Andrian Liem Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada,Vol 18, NO. 2, 2010: 
37  50; 

b. Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif pengendalian Tembakau Studi 
Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan 
Status merokok Mahasiswa di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, Yayi Suryo 
Prabandari, Nawi Ng, Retna Siwi Padmawati Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
FK UGM, Yogyakarta, Vol 12 No. 04 Desember l 2009 Halaman 218  225; 

c. Media Leaflet, Video dan pengetahuan Siswa SD tentang bahaya merokok,  
Ambarwati, Ayu Khoirotul U, Fifit Kurniawati, Tika Diah K, Saroh Darojah, 
Universitas Muhamadiah Surakarta, KEMAS 10 (1) (2014) 7-13; 

d. Respon Perokok Remaja Terhadap Peringatan Kesehatan Bergambar diBungkus 
Rokok, Leni Nurahmi, Rita Damayanti, Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia,  Vol. 1, No. 1, April 2018: 63-75. 

 
228 R Doll, A Bradford Hill, dan L Kreyberg, supranote 59. Dicantumkan bahwa merokok 

merupakan perbuatan yang memicu munculnya penyakit kanker 
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Selain itu, para peneliti di Indonesia juga menemukan beberapa riset juga 

tentang efek merokok. Di Indonesia terdapat beberapa riset yang menguatkan hasil 

Penemuan Doll dan Hill, yaitu riset yang dimuat dalam jurnal kesehatan yang 

mengatakan rokok memiliki dampak yang nyata atas kerusakan otak perokok dan 

orang yang tidak merokok.229 Riset lainnya mengatakan bahwa produk rokok yang 

dihisap oleh perokok, juga tetap memiliki efek buruk bagi kesehatan terutama gigi 

dan mulut.230  

Yang kedua, pembahasan terkait dengan akibat buruk yang dicegah. Maka 

untuk melihat hal tersebut, diuji dengan melihat tujuan dan fungsi KTR. Insiator 

hanya memberikan pernyataan bahwa kawasan sebagai bentuk yang bisa 

membatasi terpaparnya asap rokok kepada perokok dan menjadi bentuk upaya 

nyata mewujudkan perlindungan bagi generasi muda.231 

Dengan melihat hal-hal pengujian atas teori nontrivial harm dengan 

justifikasi yang ditemukan tidak terdapat kepantasan yang sesuai dengan inti dari 

pembatasan. Inisiator tidak dapat menyebutkan secara jelas yang sesuai dengan 

konsep kriminalisasi. Hal ini terlihat jelas dengan tidak terjawabnya pencegahan 

yang seharusnya dilakukan legislator ataupun inisiator dari Kota Bogor untuk 

mencegah perbuatan jahat. Perbuatan jahat juga tidak memiliki dasar yang jelas dan 

tidak memiliki justifikasi kriminalisasi dan pencegahan akibat dengan membuat 

KTR justru malah mengaburkan akibat pembatasan yang ingin dicegah. Hal ini 

terlihat janggal dengan adanya pembentukan KTR untuk melindungi asap rokok 

                                                           
229 

Buletin Psikologi 18, no. 2 
(2010): 42. 

230 Putr  
231 Wawancara NN, supranote 120. 
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orang lain. Ketidakjelasan tujuan ini juga menjadi pertimbangan atas tidak 

terpenuhinya akibat yang ingin dicegah dengan nilai yang ingin dicegah. Maka 

dengan hal itu, pembatasan ini tidak terpenuhi. 

4.1.2. Wrongfulness constraint 

Pembatasan internal kedua, terkait dengan harus terpenuhinya unsur 

kesalahan dalam suatu perbuatan. Hal ini juga berbicara tentang kepantasan 

seseorang untuk dikenai sanksi pidana. Namun, terdapat pengecualian atas 

kepantasan jika oleh hukum pidana materiil untuk melepaskan pertanggungjawaban 

perbuatannya dan terdapat justifikasi yang tepat untuk mendukung hal tersebut.232 

Pembatasan ini sama hal dengan asas hukum pidana tentang tiada pidana tanpa 

kesalahan yang telah dibahas pada bab 3.  Maka untuk menguji pembatasan ini, 

pertama akan dilakukan dengan melihat dari rumusan Pasal 33 Ayat 1 yang 

berbunyi  

 

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

huruf i, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat 

(1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat 

(1), Pasal 14 ayat(1), dan Pasal 15 ayat (1) diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau 

denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

Namun, sebagai sebuah pembahasan, perlu juga kita melihat rumusan pasal 

yang turut diancamkan pidana dalam Pasal 33 Ayat (1). Hal ini dirasa perlu karena 

                                                           
232Id., 
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dalam Pasal 33 Ayat (1) merupakan ketentuan pidana yang tidak terlepas dari 1 

perbuatan dari pasal-pasal diatasnya. 

Rumusan pasal dalam  Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 

ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat(1), dan Pasal 15 ayat (1) 

adalah  

Setiap orang dilarang merokok di  Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 8 
ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 

 
 

Untuk mendapat pemahaman yang lebih matang, maka rasanya perlu juga 

melihat tentang beberapa konteks kesalahan dari KUHP yang rasanya juga perlu 

dibahas dalam pembatasan ini. Menariknya meski tidak termuat unsur kesalahan 

secara formil dalam Pasal 33 Ayat 1, tetapi dalam materil kita bisa melihat bahwa 

kesalahan juga memiliki unsur kesengajaan dan kelalaian. Jika kita melihat 

rumusan delik yang mengatakan setiap orang dilarang merokok, maka tetap tidak 

bisa serta merta ditafsirkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan 

atau kelalaian yang diketahui atau diinsyafi dan dilakukan dengan sengaja.233  

Dengan penggunaan kata dilarang, unsur kesalahan terlihat tidak jelas, 

meskipun dalam KUHP memungkinkan adanya perumusan kesengajaan (yang 

merupakan unsur kesalahan) dalam suatu perundang-undangan. Penafsiran secara 

gramatikal untuk melihat unsur kesalahan tidak bisa menjadi pertimbangan melihat 

secara subjektif unsur kesalahan.234 Namun, jika ditelaah secara lebih jauh 

gramatikal tersebut tetap tidak sesuai dengan konsep kesalahan dikemukakan 

Husak.  

                                                           
233 E. Kanter dan Sianturi, supranote 127, hlm 184 
234 Id 
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Hal menarik lainnya tentang konsep kesalahan adalah dasar untuk 

pertanggungjawaban pidana. Telah dibahas dalam bab 3, bahwa untuk dimintai 

pertanggungjawaban maka harus melihat beberapa unsur yaitu  

a. emang cakap untuk bertanggung jawab; 
b. melihat hubungan antara perbuatan dan pelaku yang terkait dengan 

unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 
c. 235   

 

Terkait dengan kecakapan dalam bertanggungjawab, maka ada beberapa 

aspek yang harus diperhatikan yaitu tentang subjek hukum yang memiliki 

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memiliki unsur 

pengetahuan atas perbuatannya. Sedangkan hubungan antara perbuatan dan unsur 

kesengajaan atau kealpaan, harus melihat hubungan bathin yang muncul dari 

pelaku atas perbuatannya dan tentang unsur penghapus hanya terkait dengan tidak 

adanya alasan-asalan yang menghapus perbuatan yang dilakukan oleh subjek 

hukum.236  Namun, jika ketiga unsur tidak dapat dipenuhi maka sesorang yang 

dituduhkan melakukan perbuatan bersalah tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban.  

Setelah melihat pengertian di atas, maka kita harus betul-betul 

memperhatikan syarat agar terpenuhi keseluruhannya. Namun, dalam 

perkembangan tentang asas pertanggungjawaban pidana berkembang beberapa 

asas, salah satunya tentang asas strict liability. Strict liability merupakan perbuatan 

pidana yang tidak memerlukan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku, sehingga 

untuk mempertanggungkan jawabannya hanya melihat perbuatan tanpa 

                                                           
235 Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban 

pidana sebagai syarat pemidanaan. 
236 E. Kanter dan Sianturi, supranote 127, hlm163-166 
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kesalahan237. Untuk perbuatan yang bersifat strict liability, hanya dibutuhkan 

dugaan dan pengetahuan pelaku238. Hal ini bisa menimbulkan adanya permasalahan 

dalam menerapkan hukum secara normatif, maka diperlukannya alasan dan 

justifikasi yang tepat untuk membebani tindak pidana dengan asas strict liability.239 

Namun, sayangnya asas ini hanya dapat diterapkan kepada korporasi dan bukan 

kepada perorangan.240  

Dalam perjalannya, asas ini hanya dimuat dan diterapkan kepada korporasi 

dalam UU Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup di Indonesia, dan tidak 

pernah dianut dalam sistem KUHAP bagi perorangan.241 Selain itu, dalam 

pembahasan yang dilakukan kepada narasumber tidak ditemukan maksud inisiator 

yang dikaitkan dengan asas strict liability. Namun, dalam pernyataan dan penelitian 

yang dilakukan tidak ada satupun pernyataan ataupun bentuk yang menyatakan 

bahwa PERDA ini menganut asas strict liability.  

Selain hal itu, pasal yang tidak  ada  penyebutan  secara  tegas  apa unsur-

unsurnya untuk mengetahui apa yang dimaksud perlu ada penafsiran yang  

didasarkan  atas  sejarah  terbentuknya  pasal  itu.242  

tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat  lain 

jika  tidak  ingin  melakukan perbuatan  tersebut.  Definisi  ini  disusun  oleh  tiga  

                                                           
237 

Ius Quia Iustum Law Journal 18, no. 2 (2011): 247 65. 
238 Id., 
239 Id., hlm 34 

240 Elly Syafitri Harahap, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulya
Vicarious Liablity Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak PIdana Berdasarkan Undang-

Jurnal Mahupiki 2, no. 1 (10 Juli 2014), https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7452. 
241Id. 
242 Id.  
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243 

Kembali melihat teori pembatasan wrongfulness, dengan pembahasan 

diatas, maka pembatasan ini tidak terpenuhi seturut pemikiran Husak. Penegakan 

menggunakan pasal diatas, sangat membuka peluang terbentuknya kriminalisasi 

berlebih dan menciptakan ketidakadilan sehingga membentuk labeling atas 

perilaku/perbuatan. Selain itu, tanpa unsur kesalahan, maka suatu perbuatan tidak 

mendapatkan justifikasi untuk kepantasan dalam menghukum perbuatan merokok 

di KTR. Walaupun inisiator mengatakan bahwa konsep penjatuhan ini terkait 

dengan dampak jahat pada kesehatan dan bentuk kendali ketat wilayah agar 

melindungi perokok pasif. Tetapi, unsur kesalahan ini merupakan poin penting 

untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang tidak 

boleh dikesampingkan.  

Sebagai contoh kemungkinan terjadinya kriminalisasi berlebih dalam 

penerapan Pasal 33 Ayat (1) PERDA KTR Kota Bogor adalah jika A yang duduk 

di KTR yang dalam sebuah taman.  Dia tidak merokok, tetapi ketika petugas datang, 

terlihat ada puntung rokok yang menyala didekatnya, maka bisa saja A dianggap 

merokok. Padahal kenyataannya A tidak tahu bahwa atas rokok yang menyala di 

sampingnya. Seorang A sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatannya 

merupakan perbuatan yang salah. Sehingga A bisa dimintai pertanggungjawaban 

atas hal tersebut. mengingat tidak adanya gradasi kesalahan yang jelas dalam 

rumusan pasal.  

 

                                                           
243 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), IV (Jakarta: Rhineka Cipta, 2014). 
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4.1.3. Desert Constrain 

Dalam pembatasan ini, hukuman hanya dapat dikatakan pantas ketika 

adanya justifikasi atas suatu tindak pidana.244 Selain itu, kriminalisasi yang terjadi 

tidak boleh melebihi hukuman yang pantas untuk dikenakan kepada pelaku, serta 

diperlukan pengecualian yang ada dalam diri pelaku, dan hukuman dengan 

perbuatan harus memiliki nilai yang proporsional.245 Untuk menguji teori ini, kita 

akan melakukan beberapa penjabaran tentang PERDA-PERDA yang dikeluarkan 

oleh Pemkot Bogor.  

Proposionalitas dapat diukur dengan melakukan perbandingan atas 

perbuatan dan jenis sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Disisi lain, 

inisiator mengklaim bahwa perbuatan menggunakan ketentuan pidana telah 

disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam UU pembentukan PERDA dan 

ketentuan pidana bisa menjadi sebagai bentuk yang keseriusan Pemkot melindungi 

kawasan publik serta warga nya dari ancaman asap rokok orang lain yang 

berbahaya bagi kesehatan. 

Berbekal dengan pandangan inisiator, rasanya perlu juga kita melihat 

tentang keseimbangan antara PERDA pembatasan ini, dengan PERDA pembatasan 

perbuatan lainnya yang turut dikeluarkan oleh legislator di Kota Bogor dalam kurun 

waktu 2009 hingga 2012. 

 

 

 

                                                           
244 Douglas Husak, Supranote 21, hlm 77-84 
245 Id. 
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TABEL 4.1 PERUMUSAN TINDAK PIDANA DAN PERUMUSAN SANKSI 
PIDANANYA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

 

NO. KETERANGAN PERDA  PERBUATAN 
PERBUATAN YANG 

DIKRIMINALISASIKAN 

PERUMUSAN SANKSI 
PIDANA/ 
ADMINISTRASI 

1. PERDA Ketertiban Umum 
(tibum) 
  

membuang dan/atau 
membongkar sampah di 
jalan, trotoar, jalur hijau, 
taman dan fasilitas umum 
lainnya. 

 

Sanksi Administratif: 
 dengan denda besaran Rp 
100.000 hingga Rp 
200.000 
 
Sanksi Pidana: 
Setiap orang dan/atau 
badan yang melanggar 
ketentuan Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, 
Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 
ayat (2), Pasal 16 ayat (2), 
Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 
ayat (4), Pasal 17, Pasal 
18, atau Pasal 19 diancam 
dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling tinggi 
sebesar Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 
 

2. PERDA tentang retribusi 
pelayanan persampahan 

Tidak dilaksanakannya 
pembayaran retribusi atas 
pengelolaan tempat 
sampah kepada 
Pemerintah daerah 

Wajib retribusi yang tidak 
melaksanakan 
kewajibannya 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) 
sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam 
pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak 4 
(empat) kali jumlah 
retribusi terutang. 
 
Sanksi administratif: 
Penyegelan tempat 

3. PERDA Pencegahan 
Permainan Judi 

Permainan judi Sanksi pidana:  
Pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 8 
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diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda 
paling banyak sebesar Rp 
50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 
 
Sanksi administratif: 
Pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), 
dikenai sanksi administrasi 
sesuai dengan peraturan 
perundangan- undangan. 

4. PERDA Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Pajak Daerah 

a. tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan; 
atau  
b. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, tetapi 
isinya tidak benar atau 
tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar 

Sanksi pidana  
didenda paling sedikit 1 
(satu) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan paling 
banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar, atau 
dipidana kurungan paling 
singkat 1 (satu) bulan atau 
paling lama 3 (tiga) bulan. 

5. PERDA Ijin Gangguan Setiap orang pribadi atau 
badan yang mendirikan 
atau menyelenggarakan 
tempat usaha yang dapat 
menimbulkan bahaya, 
kerugian, gangguan, serta 
pencemaran lingkungan 
wajib mendapat Izin 
Gangguan dari Walikota. 

Sanksi pidana : 
Setiap orang yang 
melanggar ketentuan Pasal 
7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 
17, dan Pasal 19 diancam 
dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak 
sebesar Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 
 
Sanksi administratif: 
Setiap orang yang 
melanggar Peraturan 
Daerah ini dapat 
dikenakan sanksi 
administrasi. 

6. PERDA Pedangang Kaki 
Lima (PKL) 

Setiap orang yang 
melanggar ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 2 
ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 

Sanksi pidana: 
dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp 
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Pasal 8, Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 14, dan Pasal 
15,. 
a. di dalam lingkungan 
instansi pemerintah;  
b. di dalam lingkungan 
Sekolah;  
c. di dalam lingkungan 
tempat peribadatan;  
d. di sekitar lokasi pasar;  
e. menempati parit dan 
tanggul;  
f. menempati taman kota 
dan jalur hijau; 
g. di sekitar monumen 
dan taman pahlawan;  
h. di sekeliling Kebun 
Raya dan Istana Bogor;  
i. di seluruh badan jalan. 
 - Melakukan  
Menjajakan dagangan 

50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan 
dibayarkan langsung ke 
rekening kas daerah 
setelah ditetapkan oleh 
Hakim Sidang Pengadilan 
Negeri Bogor 
 
sanksi administratif: 
Selain diancam pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1), 
terhadap pelanggaran 
ketentuan dalam Pasal 2 
ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 14, dan Pasal 15 
Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk berwenang untuk : 
a. Mencabut ijin 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10; b. Menutup 
usaha Pedagang Kaki Lima 
yang tidak mempunyai izin 
dan/atau menempati lokasi 
selain yang telah 
diizinkan. 

7. PERDA KTR  Setiap orang dilarang 
merokok di dengan Pasal 
7 Ayat (2) tempat umum; 
b. tempat kerja; 
c. tempat ibadah; 
d. tempat bermain 
dan/atau berkumpulnya 
anak-anak; 
e. kendaraan angkutan 
umum; 
f. lingkungan tempat 
proses belajar mengajar; 
g. sarana kesehatan; 
h. sarana olahraga; dan 
i. tempat lainnya yang 
ditetapkan. 
 

Sanks pidana : 
diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 
(tiga) hari atau denda 
paling banyak 
Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
 
Sanksi administratif 
 
Setiap orang, lembaga, 
dan/atau badan yang tidak 
memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 
ayat (4), Pasal 9 ayat (2), 
Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 
ayat (2), Pasal 12 ayat (2), 
Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 
ayat (2), Pasal 15 ayat (2), 
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dan Pasal 16 dikenakan 
sanksi administratif.  
 

  

 

Melihat tentang beberapa PERDA yang keluar diantara tahun 2009 hingga 

2011 diatas, maka akan beberapa pembahasan atas pembatasan desert yang 

dilakukan. Pertama, terkait dengan nilai sanksi pidana yang jatuhkan kepada 

pelanggaran pada PERDA-PERDA lain selain PERDA KTR terlihat sangat tinggi 

baik dari sisi masa kurungan dan dendanya. Mari kita lihat dua contoh yang paling 

kontras, misalnya perbuatan membuang sampah dalam PERDA Tibum masa 

kurungannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembatasan perbuatan 

merokok yang dimuat dalam PERDA KTR. PERDA Tibum yang mengatur 

perbuatan membuang sampah justru terlihat lebih besar dengan nilai pidana denda 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sama halnya dengan PERDA PKL, 

yang tidak membolehkan orang berdagang di kawasan tertentu, dikenai penjatuhan 

sanksi nilainya jauh lebih besar dengan kurungan selama 3 bulan dan nilai 

dendanya mencapai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Berbanding terbalik dengan PERDA lainnya, PERDA KTR yang 

mengancamkan kurungan 3 hari dan pidana denda dengan nominal mencapai Rp 

1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk perbuatan merokok. Padahal perbuatannya 

sama-sama mengatur suatu pembatasan atas perbuatan tetapi nilai ancamannya 

sangat berbanding signifikan.  

Kendati menggunakan ketentuan pidana dalam PERDA, Justru dalam UU 

Kesehatan, tidak terdapat ketentuan pidana untuk mengatur perbuatan merokok 

didalam KTR. Hal ini sangat menarik karena adanya pelimpahan kewenangan dan 
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membuat pembatasan perbuatan merokok bukan menjadi kepentingan nasional. 

Berbanding terbalik dengan Indonesia, justru ketiga negara yang di bahas dalam 

Bab dua menggunakan sanksi pidana dalam mengatur perbuatan merokok ditingkat 

Undang-Undang. Di Negara Malaysia dan Singapura, ketentuan pembatasan 

perbuatan merokok dianggap sebagai upaya negara secara langsung untuk menekan 

angka perokok aktif.  

Setiap negara mengatur secara lebih jelas perbuatan merokok didalam 

kawasan dan diluar kawasan, dengan mencantumkan sanksi pidana untuk setiap 

perbuatan merokok jika dilakukan dalam kawasan kendali ketat. Melihat hal 

tersebut, ketiga negara memiliki alasan yang sangat variatif dimana perbuatan 

merokok menjadi jahat ketika dilakukan dalam kawasan kendali ketat. Sehingga 

dalam menetapkan sanksi bagi perbuatan tersebut, negara memiliki justifikasi yang 

cukup jelas untuk membatasi perbuatan merokok. Perhitungan sanksi pun 

dilakukan berdasarkan kawasan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh 

Singapura yang mengatur sanksi berdasarkan zonasi dan pelaku. Hal ini lebih 

mencerminkan kejelasan dan menghindari adanya ketidakadilan yang akan muncul 

dalam proses penuntutan. Ketiga negara juga, mengatur secara jelas dalam pasal 

atas perbuatan yang dilarang sehingga dengan nominal denda pidana yang besar, 

hal tersebut terlihat masih cukup relevan.  

Melihat pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang 

memiliki sifat keras harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat 

dengan nilai hukuman yang harus proporsional sesuai pandangan Husak dan tetap 

menjamin tidak adanya hukuman yang berlebih karena adanya ketidakseimbangan 

perbuatan dan hukuman. Jika melihat pembandingan PERDA KTR dengan 
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PERDA lainnya, maka proposionalitas terlihat cukup adil dengan perbuatan yang 

dibatasi. 

 

4.1.4. Burden of proof constraint  

Pembatasan internal terakhir terkait dengan adanya konsekuensi yang besar 

terhadap penjatuhan hukuman padanya (hard treatment). Selain itu, karena 

kekuatan besar negara dalam menghukum seseorang, maka perlu juga kehati-hatian 

dalam menjatuhkan hukuman, karena adanya stigma yang berbahaya. Dengan 

beberapa hal tersebut, Pemkot memiliki beberapa justifikasi atas pembentukan 

PERDA KTR.  

Inisiator yang mengatakan bahwa pengaturan perbuatan ini sebagai bentuk 

otonomi daerah dalam membentuk PERDA247, seharusnya memperhatikan secara 

jelas atas kehati-hatian dalam membentuk peraturan. Hal ini sebagai upaya 

membatasi kekuasaan negara dalam mengatur suatu perbuatan. Tim inisiator 

mengungkapkan, pembentukan PERDA menjadi upaya untuk menjaga kesehatan 

dan mencegah terpaparnya asap rokok pada non perokok. Konsen menggunakan 

sanksi pidana dalam PERDA didasari oleh UU Peraturan Daerah yang 

memperbolehkan adanya kebijakan dari legislatif pada PERDA dengan 

menggunakan sanksi pidana248.  

Didalam pasal 238 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dikatakan bahwa PERDA sangat dimungkinkan untuk memuat sanksi pidana dan 

dapat memuat ancaman kurungan maksimal 6 bulan atau pidana denda maksimal 

Rp 50.000.000. Jika dikontraskan kedua hal tersebut dan dibandingkan dengan 

                                                           
247 Otonomi daerah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan daerah Pasal 1 Angka 2 
248 Id. 
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sanksi dalam PERDA KTR maka, memang sanksi pidana dalam PERDA telah 

sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tipiring dan telah sesuai dengan pasal 

238 UU Pemerintahan Daerah tentang nilai lama kurungan dan pidana denda. 

Tetapi, Kota Bogor yang telah memiliki PERDA KTR sejak tahun 2009 ini 

ternyata memang lebih memilih menggunakan sanksi pidana dalam membatasi 

perbuatan merokok diwilayah administratif Kota Bogor agar ada efek jera pelaku 

ketika  merokok di KTR.249  Padahal untuk menghukum perbuatan merokok di dala 

KTR merupakan suatu bentuk kriminalisasi yang tidak memperhatikan sarana lain 

untuk mengatur perbuatan merokok di dalam KTR.  

Kendati demikian, PERDA KTR yang diungkapkan inisiator justru tidak 

menjelaskan alasan mendasar pembatasan perbuatan. Bahwa legislator yang 

memiliki tugas untuk menjelaskan mengapa mereka ingin mengkriminalkan 

perbuatan merokok juga tidak ditemukan alasan secara jelas dan tepat. Tugas 

mereka untuk menyampaikan alasan mengkriminalisasi seakan menjadi bentuk 

keharusan guna mengatakan pada publik tentang kewajiban mereka mematuhi 

aturan dalam PERDA KTR. Doktrin ini tidak khusus untuk diberlakukannya hukum 

pidana, tetapi dalam hal ini diperlukan agar setiap orang tahu dan memahami apa 

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dengan tidak ditemukannya alasan 

secara jelas dalam mengkriminalisasi perbuatan merokok dalam PERDA, maka 

tidak dapat dikatakan bahwa kriminalisasi ini pantas. 

                                                           
249 Hasil wawancara yang disampaikan kepada penulis, Inisiator mengatakan bahwa sanksi 

pidana ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi. Hal ini senada dengan asas 
hukum pidana yang digunakan untuk membuat efek jerak kepada pelakunya. Asas ini sesuai dengan 
pandangan Barda Nawawi Arif dalam buku Kapita selekta hukum pidana. tetapi pernyataan inisiator 
tidak lengkap dan tidak memiliki justifikasi secara ilmiah atas efek jera yang dimaksudkan. Hal ini 
cukup menimbulkan beban kepada masyarakat yang patut mendapatkan proposal tentang alasan 
kriminaliasasi yang dilakukan. 
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4.2. Pembatasan Eksternal 

 Tiga pembatasan eksternal ini terhubung sedemikian rupa, sehingga pembatasan ini 

akan menjadi tiga pembatasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Seperti yang 

dilakukan Husak, dengan lebih suka berbicara tentang adanya satu kendala eksternal 

dengan tiga tungkai atau 'cabang'.250 Ketiganya adalah kepentingan negara yang substansial 

(disebutkan dalam kendala pertama) adalah kepentingan yang harus langsung 

dikembangkan (sesuai dengan kendala kedua) dan pembatasan secara minimal untuk 

hukum pidana (sesuai dengan kendala ketiga ) 

4.2.1 Substansial State Interest  

Husak mengatakan bahwa kepentingan negara yang substansial dalam 

dari hukum pidana  dan dapat dihimpun dengan tujuannya adalah ekspresif daripada 

preventif.251 Untuk menguji pembatasan kepentingan negara, tidak terdapat 

justifikasi yang tepat dan kuat dengan adanya rencana pemerintah dalam upaya 

mengurangi konsumsi rokok.252  

Untuk melihat kepentingan negara yang substantial, UUD 1945 dalam pasal 

28 H253 mengatur tentang hak setiap warga negara dalam upaya mendapatkan hak 

udara sehat dan lingkungan yang sehat guna tetap menjaga drajat kesehatan yang 

seting-tingginya. Upaya yang tetap dijalankan ini diturunkan kepada setiap daerah 

                                                           
250 Douglas Husak, supranote 21, hlm 154 
251 Douglas Husak, supranote 21, hlm 150 
252 

2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015- Jakarta: 
Kementerian Kesehatan RI, 2014. 

253 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H 
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sebagai bentuk fokus untuk mengatur perbuatan merokok serta 

mengendalikannya.254  

Rencana ini didasari oleh adanya tingkat penyakit tidak menular yang 

semakin tinggi serta membebani kementerian kesehatan.255 Semua kepentingan ini 

diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2015 Tentang 

Rencana Pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2015-2019.  

Setelah demikian, pemerintah nasional juga memberikan amanat kepada 

masing-masing daerah untuk mengatur terkait rencana daerah termasuk dalam 

konsen untuk mengatur kewenangan daerah terkait upaya untuk mengurangi beban 

penyakit terutama dilakukan melalui penurunan berbagai faktor risiko biologi, 

perubahan perilaku dan perubahan kesehatan lingkungan. Beberapa faktor risiko 

yang dianggap cukup efektif dalam mengurangi beban penyakit di Indonesia adalah 

dengan menurunkan hipertensi, meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi tembakau 

(terutama merokok), meningkatkan konsumsi buah dan sayur dan mengurangi 

konsumsi gula, garam dan lemak dan menurunkan tingkat polusi udara.256 Konsep 

pengaturan ini kemudian dirangkum dalam upaya-upaya menjalankan perilaku 

hidup bersih dan sehat atau lebih dikenal PHBS. 

Sebagai bentuk menjalankan RPJMD, maka Kota Bogor untuk membentuk 

PERDA KTR untuk meningkatkan angka kepatuhan PHBS yang salah satunya 

melarang perbuatan merokok didalam kawasan tertentu.257 Dengan membentuk 

                                                           
254 Hal ini diamanatkan dalam UU Kesehatan untuk setiap daerah menerapkan KTR guna 

membatasi perbuatan merokok. 
255 Id. 

256 Id., hlm 20 

257 Termuat dalam RPJMD tentang pola peningkatan kesehatan yang dilakukan dengan salah satu 
cara yaitu melakukan PHBS dan melarang orang merokok di KTR. 
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kawasan khusus untuk perlindungan dan pengendalian atas dampak jahat asap 

rokok.258 Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, kota Bogor membentuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dengan memasukan 

pencegahan penyakit tidak menular yang salah satu dipicu dari kebiasaan 

merokok.259  

Bahwa melihat hal di atas, terlihat tidak ada ada pernyataan yang jelas 

tentang kepentingan untuk menerapkan udara dan lingkungan yang sehat sesuai 

dengan UUD 1945 Pasal 28 H, hal ini membuktikan, bahwa proses untuk 

menjalankan upaya kepentingan negara dalam menciptakan  adalah prioritas dari 

negara itu sendiri dilakukan dengan salah satunya membentuk kawasan tanpa 

rokok, maka demikian ini membuktikan adanya kepentingan yang besar dari 

pemerintah Kota Bogor dalam upaya menjalankan penegakan. Selain itu, dengan 

adanya pembentukan Undang-Undang Kesehatan hingga PERDA KTR Bogor 

dibuktikan adanya kepentingan substansial negara dalam upaya menjaga kesehatan 

yang dimuat dalam RPJMN dan RPJMD. 

 

4.2.2. Direct Advancement 

Pembatasan ini terkait fungsi kriminalisasi yang bisa mempercepat tercapainya 

tujuan Negara yang substansial secara langsung.260 Menurut Husak, negara sebagai 

pemegang kekuasaan memiliki kekampuan untuk menjatuhkan hukuman sebagai 

                                                           
258 Pembentukkan KTR selain diamanatkan oleh UU Kesehatan, PP 109/2012, tetapi juga 

dimuat dalam  
259 Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2009 

- 2023, dimuat keprihatinan atas 61% warga Bogor adalah perokok. Dengan hasil tersebut, maka 
perlu dibatasi perilaku merokok guna meningkatkan drajat kesehatan dan penyebaran penyakit 
akibat rokok 

260 Douglas Husak, supranote 21, hlm 135 
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upaya untuk terciptanya tujuan negara yang substansial secara langsung melalui 

kriminalisasi. Selanjutnya, dalam memberikan hukuman negara tetap harus 

memiliki justifikasi sebagai dasar kriminalisasi.261 Sebagai contoh negara yang 

ingin supaya tidak ada pembunuhan melakukan kriminalisasi atas perbuatan 

pembunuhan. Jika negara tidak melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut, 

maka bisa jadi tidak akan mencegah perbuatan tersebut untuk dilakukan 

masyarakat.  

Untuk menguji pembatasan ini, sebelumnya kita patut membatasi konteks 

pembahasan Kota Bogor sebagai representasi negara yang terbukti memiliki 

kepentingan dan memiliki beberapa upaya untuk mewujudkan kepentingan. 262 

Negara dalam hal ini tidak terlihat menyampaikan pendapat tentang alasan 

mendasar membatasi perbuatan merokok dengan kriminalisasi sebagai 

menjalankan tujuannya. Pemkot Bogor tidak bisa menyampaikan pendapat dan 

justifikasi serta bukti. Hal ini menunjukan adanya ketidakpantasan untuk 

mengkriminalisasi perbuatan merokok. 

Justru upaya-upaya lebih condong melakukan upaya lain yang tidak 

berkaitan dengan upaya menjalankan kriminalisasi. Pertama, Pemkot secara 

berkala melakukan inspeksi mendadak secara rutin pada kawasan-kawasan tanpa 

rokok yang ditetapkan dalam PERDA KTR Kota Bogor yang melibatkan unsur 

penegak hukum baik dari pengadilan dan kejaksaan.263 Kedua, dalam prosesnya, 

                                                           
261 Id., hlm 100 
262 Dikatakan demikian karena adanya otonomi daerah, dalam UU Pembentukan PERDA, 

Negara memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur beberapa hal dengan 
menggunakan hukum. 

263 Ib. 
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penegakan menerapkan sistem acara hukum pidana dengan tipiring dan hanya 

dilakukan kepada subjek perorangan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) dan 

menjatuhkan sanksi pidana denda serta mempublikasikan sehingga bisa membuat 

warga Bogor takut dan bagi pelaku dapat jera untuk merokok di KTR.264  Ketiga, 

Pemkot juga melakukan revisi PERDA KTR yang tetap memasukan ketentuan 

pidana dalam membatasi perbuatan merokok.265 Dengan penjelasan diatas, maka 

terlihat bahwa tidak ada upaya secara langsung yang dilakukan oleh negara dalam 

menjalankan kriminalisasi perbuatan merokok.  

 

 

4.2.3. The Minimum Necessary Extent 

Pembatasan ini membahas tentang membatasi negara dalam membentuk 

suatu kriminalisasi.266 Maksudnya adalah harus dapat dipastikan bahwa 

kriminalisasi tidak melebihi dari apa yang ingin dicapai. Tentu saja jika kita akan 

melihat pengertian dari bab 3 yang akan dikaitkan dengan Kota Bogor dalam 

konteks pembatasan perbuatan merokok. PERDA KTR menggunakan sanksi 

dengan kurungan 3 hari dan denda maksimal 1juta rupiah. Dengan sanksi tersebut, 

dalam kenyataannya hakim dalam hukum acara pidana tipiring kerap memutus 

dibawah ketentuan.267 Hal ini menunjukan bahwa pidana ini hanya ingin 

mengefektifkan PERDA dan membuat pelaku jera.268  

                                                           
264 Latifah Ratnawaty dan Sri Hartini, supranote 246 
265Dirjen Pencegahan dan Pengendali, supranote 17, hlm 18 
266Douglas Husak, supranote 20, hlm 120 - 121 
267 Kemenkes Menuju Indonesia Sehat, supranote 17, hlm 21 

268 Wawancara dengan NN,supranote 115, hlm 120 
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Namun, untuk melihat kesesuaian dengan hal tersebut, tidak ditemukan 

pernyataan yang sesuai dengan teori ini. Pernyataan yang sesuai seharusnya bisa 

disampaikan untuk mendukung kepentingan negara yang substansial dengan 

mengkriminalisasi perbuatan merokok. Bahwa tidak adanya pernyataan yang tepat 

ini membuat pembatasan ini tidak terpenuhi. 

Setelah melihat beberapa pengujian diatas, dapat disimpulkan secara 

singkat bahwa dalam pembatasan perbuatan orang merokok yang dilakukan oleh 

Pemkot Bogor dari sisi pembatasan internal justru memiliki justifikasi kesesuaian 

baik dari sisi nontrivial harm, , desert  dan burden of proof kecuali dalam unsur 

wrongfulness. Dalam pembatasan eksternal, semua unsur yang dikemukan oleh 

Husak dan diuji dengan temuan-temuan ternyata memiliki kesesuaian. Untuk 

melihat hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab 5. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah meneliti dan membedah tentang penggunaan sanksi pidana dalam 

pertanggungjawaban perbuatan merokok di KTR Pemerintah Kota Bogor dengan 

teori pembatasan kriminalisasi milik Douglas Husak maka dapat disimpulkan 

beberapa hal antara lain:  

1. Dalam Penelitian dengan metode wawancara kepada salah satu tim 

inisiator pembentukan PERDA KTR269. Penulis menanyakan tentang 

rasionalisasi adanya bab ketentuan pidana untuk pembatasan 

perbuatan merokok di KTR. Ada beberapa alasan yang mendasari 

adanya PERDA tersebut, pertama berdasarkan beberapa penelitian 

tentang dampak buruk asap rokok bagi perokok pasif dan lingkungan. 

Ini menimbulkan keprihatinan dan perhatian pemerintah kota untuk 

tetap menjaga lingkungan yang sehat dan layak untuk masyarakat. 

Selain itu, PERDA ini diharapkan bisa menjadi jawaban yang konkrit 

atas UU Kesehatan yang mengamanatkan pembentukan PERDA 

KTR, yang dimaksudkan untuk melindungi hak perokok pasif. 

Namun, karena dirasakan perlu maka PERDA ini juga mengatur 

perbuatan tersebut dengan sanksi pidana kurungan dan denda. Alasan 

utama menggunakan sanksi pidana didasari keyakinan yang dimiliki 

oleh inisiator, bahwa untuk membuat PERDA bisa efektif dan 

                                                           
269 

melalui telepon pada 15 Juli 2019 
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masyarakat patuh serta jera, maka sanksi pidana akan sangat 

diperlukan.  

2. Hasil uji yang dilakukan oleh teori pembatasan internal Douglas 

Husak, ternyata ditemukan justifikasi yang tidak sesuai dengan 

teori-teori pembatasan internal. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

pendapat dan justifikasi yang diolah dengan teori pembatasan tetapi 

tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembatasan internal. 

Dalam pembatasan nontrival harm, tentang perbuatan jahat dan 

pencegahan akibat jahat, tidak ditemukan dengan melihat efek jahat 

dari rokok yang mengancam perokok aktif dan perokok pasif. Untuk 

melakukan pencegahan akibat yang jahat inisiator juga 

memperlihatkan tentang pembentukan KTR yang dilakukan seakan 

sebagai upaya preventif mencegah tersebarnya dampak buruk rokok. 

Pendapat dari inisiator tidak diimbangi dengan data-data ilmiah dari 

Kota Bogor untuk mendukung pernyataan-pertanyaan inisiator. 

Dalam pembatasan teori wrongfulness, konsep ini dibuktikan 

dengan melakukan pembedahan pasal. Namun, tidak ditemukan 

syarat-syarat kesalahan dan tindak pidana yang tidak terpenuhi 

secara keseluruhan. Sehingga hal ini membuat tidak terdapatnya 

unsur dari teori internal milik Husak. 

Bahwa dalam teori desert ditemukan justifikasi sesuai dengan 

konsep hukum pidana yang dilakukan dengan melakukan 

pembandingan pada beberapa PERDA lain yang dikeluarkan oleh 

Pemkot Bogor dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 dan ditemukan 
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bahwa sanksi pembatasan perbuatan merokok jauh lebih ringan 

dibanding dengan PERDA-PERDA lainnya, yang menjadikan 

PERDA ini proporsional antara hukuman dengan pembatasan 

perbuatan yang diatur.  

Yang terakhir dalam pembatasan internal, untuk teori burden of 

proof inisiator menyampaikan justifikasi yang cukup dan terlihat 

sesuai dengan teori tersebut. Sebagai alasan untuk mengajukan 

justifikasi menghukum perbuatan dengan kriminalisasi, yang 

disampaikan dari sisi kesehatan dan upaya untuk mencegah semakin 

tingginya angka kerusakan kesehatan akibat asap rokok orang lain. 

Namun, legislator maupun inisiator yang mengkriminalisasi tidak 

menyampaikan proposal khusus yang menguatkan alasan-alasan 

dasar kriminalisasi pembatasan perbuatan merokok, maka tidak 

terpenuhi pembatasan ini. 

3. Dalam pembatasan yang dikembangkan oleh Husak di sisi eksternal, 

terlihat ketiga pembatasan memenuhi semua unsur eksternal, 

dimana  dalam substansial state negara terlihat punya kepentingan 

yang substansial untuk mewujudkan berbagai upaya agar 

kepentingan yang substansial dapat terlaksana untuk membatasi 

dampak buruk rokok bagi warganya.  

Bahwa unsur direct advancement, pengujian dilakukan melalui 

penerapan hukuman atas tindak pidana tersebut dilakukan dengan 

tidak melebihi kriminalisasi yang ingin dicapai. Namun tidak 

terdapat hasil pengujian yang sesuai dengan pembatasan. Hal ini 
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semakin menguatkan tidak adanya tujuan-tujuan langsung untuk 

kriminalisasi.  

Yang terakhir dalam konteks minimum necessary extent, negara 

terlihat hadir dengan adanya perangkat hakim ketika memutuskan 

perkara pembatasan perbuatan merokok yang digelar oleh tim 

pengawasan. Menariknya, negara juga tercatat tidak pernah 

memutus pelaku yang tertangkap tangan dengan kurungan atau nilai 

denda yang dibawah ketentuan yang diatur. Tetapi, tidak ada 

justifikasi inisiator yang sesuai dan memperkuat pembatasan ini. 

Dengan demikian permbatasan ini tidak terpenuhi. 

Maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pembatasan yang 

dikembangkan oleh Douglas Husak, akan menggugurkan secara 

langsung kesesuaian kriminalisasi yang pantas untuk diterapkan.  

 

5.2 Saran 

 

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, Pemkot Bogor tidak memiliki 

justifikasi yang sesuai dengan pembatasan-pembatasan miliki Douglas Husak. 

Dengan demikian, maka untuk menghindari adanya overcrimanalization dalam 

melakukan kriminalisasi perbuatan merokok, pembatasan perbuatan merokok harus 

dilakukan kajian lebih lanjut, guna menentukan justifikasi dan alasan-alasan 

kriminalisasi kedepan penggunaan sanksi pidana didalam PERDA. Tim 

pembentukan seharusnya juga berani membuka berbagai data-data yang pendukung 
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yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana, agar tidak memberikan 

ketidakpastian yang akan menimbulkan ketidakadilan. 
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Lampiran Transkrip Wawancara  

Narasumber : NN (Narasumber tidak bersedia disebutkan identitasnya) 

Melalui Telepom Tanggal  15 Juli 2019  

Pertanyaan: 

1. Apa yang menjadi dasar pembentukan PERDA KTR? 

pembatasan perbuatan mereka sengaja dilakukan untuk membatasi dampak buruk 

rokok terhadap perokok pasif. selain itu benda ini juga diharapkan menjadi cara 

yang efektif untuk menekan jumlah perokok yang dewasa maupun anak-anak. 

seperti sudah lihat ketahui rokok kan produk yang berbahaya biar maka harus 

dibatasi kasih solusinya dan juga pemakaiannya. selain itu kan sudah ada undang-

undang kesehatan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kami berharap 

bahwa PERDA ini bisa menjadi ujung tombak meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat kota Bogor. Ketika awal pembentukan tidak ditemukan adanya 

permasalahan atau perdebatan terkait PERDA justru legislatif atau DPRD terlihat 

sangat mensuport keberadaan PERDA ini. Saat itu walikota juga turut andil 

memastikan bahwa PERDA ini bisa masuk dalam proyek dan bisa di 

implementasikan secara baik di lapangan. 

2. Kenapa tim pembentuk memasukan ketentuan pidana dalam menghukum 

perbuatan merokok didalam KTR?  

Untuk ketentuan sanksi pidana pada awal mulanya tim berharap bisa memberikan 

hukuman yang pantas yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sanksi pidana ini juga diharapkan bisa memberikan efek jera jika ada orang yang 

tertangkap melakukan perbuatan merokok di kawasan tanpa rokok. Dalam PERDA 
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ini juga terdapat sanksi kurungan dan juga sanksi pidana denda yang nominalnya 

telah didiskusikan dan konsultasikan dengan biro hukum agar tidak melampaui 

ketentuan perundang-undangan yang ada selama ini. PERDA yang memuat pidana, 

saya rasa merupakan hal yang wajar saja mengingat banyak juga PERDA peraturan 

daerah yang memuat sanksi pidana. Hal ini juga bentuk otonomi daerah dalam  

mengatur daerah agar bebas dari asap rokok dan menjamin kesehatan masyarakat 

nya. 
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